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BAB IV

ANALISISPENERAPAN PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT EL LABANA SERTA KAITANYA
DENGAN FATWA DSN MUI NO.04 TAHUN 2000

A. Analisis praktik pembiayaan murabahah di BMT EI Labana Ngaliyan
Semarang
Dalam praktik pembiayaamurabahahdi BMT El Labana, yang
menjadi model pembiayaan ada tiga macam.
1. Pembiayaan modal kerja, akad yang digunakan di BEMTabana
adalahmurabahahatauijarah.

Praktik pembiayaan modal kerja yang dijalankan dBWT EIl
Labana adalah pihak BMT memberikan pendanaan tephdihya
operasional pada usaha yang dijalankan anggotabiBgman tersebut
diprioritaskan menggunakan akadurabahah.Definisi murabahah
adalah kontrak jangka pendek dengan sekali akadbi@gaan modal
kerja menurut Syafi'l Antonio bisa dikategorikan dpa akad
mudharabahataumusyarakatt

Penggunaan pembiayaan modal kerja juga harus idybargkan
pemakaianya, apakah nasabah telah memiliki kordeaigan pihak
lain atau tidak. Ketika nasabah memiliki kontralnglen pihak lain,
maka perlu diperhatikan juga, apakah pembiayaaeleat berbentuk

kontruksi atau barang. Ketika berupa kontruksi, angkng menjadi

' Muhammad Syafi'i AntonioBank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawkakarta:
Gema Insani Press, 1999, him. 106
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akad pembiayaan adalastinna’. Dan ketika barang, yang menjadi
akad adalamudharabah

Namun jika nasabah belum mempunyai kontrak dengeak pain,
maka juga harus dilihat apakah pembiayaan tersiguhakan untuk
ready stokeataugood in processJikaready stokemaka akad yang
digunakan adalamurabahah Jikagoods in procesmaka juga dilihat
kembali apakah proses barang lebih dari enam batan kurang.
Ketika tidak lebih dari enam bulan maka akad yaiggirthkan adalah
salam Ketika lebih dari enam bulan maka akad yang digan
istishna’?

2. Pembiayaan modal usaha, akad yang digunakan di BMIabana
adalahmurabahahataumudharabah.

Praktik pembiayaan modal usaha yang dijalankan BV Tabana
adalah pihak BMT memberikan modal kepada anggotay yakan
menjalan usaha atau mengembangkan usaha yang digddmkan
anggota. Sistem pembiayaan modal usaha adalamsysieg meliputi
tata cara pembagian hasil. Pembagian hasil usahdapat terjadi
antara bank dengan penyimpan dana. Bentuk akadulprgeng
menjadi pembiayaan ini adalah akadidharabahatau musyarakah

Prinsip akadmudharabahlebih tepat untuk produk pendanaan atau

> MuhammadModel-Model Akad Pembiayaan di Bank Syari#gbgyakarta: Ull Press,
2009, him. 35
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pembiayaan. Sedangkan akadusyarakah lebih banyak untuk
pembiayaari.

Hasil wawancara penulis kepada bapak Rozikin sekakygota
bahwa pengajuan pembiayaan modal usaha di BMT Baha yang
digunakan bapak Rozikin untuk membeli bibit ikaalati pembiayaan
murabahah Bapak Rozikin juga mengakui bahwa beliau belum
sepenuhnya memahami konsep akad menurut teoridaga umunya.
Maka seharusnya akad yang tepat adalah akatharabah

3. Pembiayaan investasi, akad yang digunakan di BMIaBhna adalah
murabahah.

Praktik pembiayaan investasi yang dilakukan BMT L@bana
adalah BMT memberikan pendanaan untuk membeli gsely
diperlukan anggota. Penggunaan pembiayaan invest®snarnya
banyak akad yang menaunginya. Oleh karena itu, j@gmu investasi
harus dirinci apakah pembiayaan terseteatdy stoke ataugoods in
process Ketika pembiayaan tersebutady stoke maka perlu
diperhatikan pula apakah sensitif terhatiepissuestau tidak. Ketika
sensitif, maka akad yang digunakan adagktah muntahia bit tamlik
Ketika tidak, maka pembiayaan tersebut menggunakarabahah
Kemudian kembali ketika pembiayaan tersefpabds in procesgiga
perlu diperhatikan apakah proses barang tersebwienhékan waktu di

bawah enam bulan atau lebih. Ketika proses bararnmpwlah enam

*Ibid. hal. 8.



51

bulan maka menggunakan aksalam.Ketika proses barang lebih dari
enam bulan maka menggunakan aistishna’*

Selain dari ketiga pembiayaan di atas, BMT El Labgnga
menerima pembiayaan bersifat konsumtif. Dari hasilvancara penulis
dengan bagian administrasi dikatakan bahwa pemdiagansumtif yang
diberikan di BMT El Labana adalah berbentuk uamggpnan.

Sebenarnya model pembiayaan konsumtif harus ditdihulu
apakah berbentuk barang atau jasa. Ketika belmfaing juga dilihat lagi
apakahready stokeataugoods in processKetika ready stoke barulah
dapat di masukan dalam akad pembiayaamabahah Namun ketika
goods in processharus dilihat kembali apakah barang tersebutesrmgs
lebih dari enam bulan atau kurang dari enam bWatika kurang dari
enam bulan, maka akad yang tepat adatdam.Sedangkan apabila lebih
maka pembiayaan yang tepat adalah aktidhna’. Kemudian kembali
lagi ketika pembiayaan konsumtif bersifat jasa,ulzdr akad yang
digunakan adalaijarah.

Bila dilihat dalam skema pembiayaan konsumtif di BNMEI
Labana, bentuk obyek yang diberikan adalah uangampen untuk
kebutuhan pribadi anggota tersebut. Pembiayaarukatifsyang diberikan
kepada anggota yang kurang mampu sangat diperiuki@ark memenuhi
kebutuhan konsumsi dan akan habis dipakai untukitkblan tersebut.

Hasil wawancara penulis dengan Annisah selaku bag@ministrasi

4 1bid. hal 36.
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bahwa anggota memakai pembaiayaan tersebut untudutlkean
pendidikan anak dari anggota tersebut. Setelatudiey oleh surveyor,
bahwa anggota yang bersangkutan kurang mampu dasaqg
perekonomian. Oleh karena itu, BMT El Labana menarpembiayaan
tersebut dengan alastiawun®

Pembiayaan tersebut lazim digunakan untuk pemenuhan
kebutuhan. Kebutuhan konsumtif untuk pemenuhan abipgndidikan
tidak dapat dipenuhi dengan pembiayaan komerslihddijuga bahwa
anggota tersebut kurang mampu dalam perkomian dandd masukan
dalam kategori fakir dan miskin. Sehingga model lpeyaan di BMT
tersebut lebih tepatnya memakai akgadul hasan Dengan adanya BMT
El Labana memberikan pinjaman kepada anggota yamgng mampu
tersebut, BMT EIl Labana akan dapat memenuhi saahdari tanggung
jawab sosialnyA.

Apabila ditinjau secara umum tentang hakikat pereaTa
murabahah yang terjadi di BMT EIl Labana belum sesuai denigakikat
murabahahyang sebenarnya. Maka seharusnya pihak BMT Eblhab

benar-benar menetapkan akad pada tempatnya sag@@mnbiayaannya

> Hasil wawancara penulis dengan Annisah selaku hagianinistrasi BMT El Labana
Ngaliyan Semarang pada tanggal 03 Maret 2014 f&a3i3 WIB

® Sutan Remy Sjahdeirerbankan Islam dan Kedudukanya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesjalakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007, him.116
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B. Analisis pembiayaan murabahah di BMT El Labana kaitanya dengan

Fatwa DSN-MUI No.04 Tahun 2000

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukuamlsintuk
memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yhingdapi umat
Islam.

Dalam dunia perkonomian di Indonesia, Majelis Ulam@onesia
membentuk bidang yang berfungsi mengatur sistemekpabpmian
berbasis syariah. Majelis ini yang disebut dengaw@h Syariah Nasional
(DSN). Fatwa DSN menjadi rujukan yang mengikat bkgnbaga —
lembaga keuangan syariah yang ada di tanah aiikidgenpula mengikat
pada masyarakat yang berinteraksi dengan perbaykaiah’

Murabahah adalah salah satu ciri khas pembiayaan yang terjad
lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu DSN Métberikan fatwa
yang mengatur tentangnurabahah Aturan yang mengatur tentang
murabahahtertuang dalam fatwa DSN MUl No.04/DSN-MUI/IV/2000
tentangmurabahah

Pada kali ini, setelah penulis mendapatkan datarnmdsi
kemudian diteliti. Penulis akan menganalisis tegitaenerapan fatwa
DSN MUI tentangnurabahahyang terjadi di BMT El Labana.

Dalam pasal pertama ketentuan umum ayat satu fask MUI
tentangmurabahahdikatakan “Bank dan nasabah harus melakukan akad

murabahahyang bebas riba”. Pada pelaksanaan yang terja@ivdi El

" Muhammad Syafi'i Antonioloc.cit, h. 46
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Labana terlebih dahulu saling merundingkan anténakpBMT dengan
anggota mengenai harga jual dengan kesepakasagin Dalam hal ini
BMT EI Labana bersifat terbuka dan menginformasikaergin kepada
anggota untuk pembiayaamurabahahtersebutMargin yang di bebankan
kepada anggota adalah adalah imbalan untuk BM@ beya administrasi
dari pembiayaan tesebut. Jumlamargin adalah kesepakatan yang terjadi
antara pihak BMT dan anggota tersebut.

Secara umum menurut buku karangan Syafi’l Antonib® adalah
semacam tambahan, baik dalam transaksi jual lali gihjam meminjam
secara bathil serta bertentangan dengan prinsifabyaviengenai hal ini,

Alguran telah menjelaskan dalam surat AnNisa’' 2gat

20N LA o S PN ofe]m EET0L YO
B S-MODESBoe e . BS-ORG L3 @7
¢ >0 0 ¢ 27E 0 ® @ QuE0m

&MHANEs & O PeROD P =020 EMWa e N

JEECOHAE Bvi-e0+x JTTORK OO60OOYVN S

Q7R O->HAGOL BAXMUDHET QD oo @0

JLAERE QARG ALo S OQRO

EX AP o TO0YO0e0

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salngmakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecualigdanjalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-sukatdratkamu.
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnyah All
adalah Maha Penyayang kepadaniu.”

indikasi adanya riba tidak akan terjadi selama keldelah pihak
saling sepakat dan tidak ada unsur paksaan.
Prinsip utama dalam riba adalah adanya unsure peaten.

Menurut pandangan syariah, riba berarti penambahas harta pokok

8 .
Ibid. hal 37.
° Departemen Agama| Quran dan TerjemahSolo: CV. Pustaka Mantig, 1997. H. 107
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tanpa adanya transaksi bisnis yang'fiiMaka secara umum penerapan
konsep bebas riba dari fatwa DSN MUI tentammrabahah yang
dilakukan BMT EI Labana telah sesuai dengan ketentersebut.
Dalam hal barang yang menjadi obyek pembiayaamabahah,
BMT EI Labana telah mencantumkan keterangan kegerppembiayaan
dari surat permohonan pembiayaan. Kemudian jugandsi surat
persetujuan dari keluarga anggota dan sepengetdbikah masyarakat
setempat. Selain itu dalam proses pembiayaan, tmvegor juga
mensurvey data anggota sebenarnya, misalnya dengamanyakan
kegunaan pembiyaan tersebut kepada tetangga anggotaidian BMT
meneliti kembali pada rapat di komite pembiayaan.
Maka dalam hal ini BMT El Labana telah menerapkatwé DSN

MUI tentang murabahah pasal satu ayat kedua yaitu “Barang yang
diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariahrsla

Teknis proses pembiayaamurabahah selanjutnya, dalam buku
Pedoman Operasional Manajemen diterangkan bahwa BiMmunjuk
anggota untuk membeli barang yang diminatinya mengian akad
wakalah akan tetapi masih dalam kuasa BMT, kemudian amggot
melaporkan kepada BMT tentang barang yang dibelifd@mbayaran
dinyatakan sah jika dilengkapi dengan bukti pembayaeperti kwitansi,

tagihan atau dokumen sejenisiya.

10 Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariatiakarta; Sinar Grafika, 2008. H. 89
1 System Operasional Manajemen BMT El Labana. Hal 71
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Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Sholiskiaku direktur
BMT EI Labana, dikatakan bahwa anggota akan puaikakenemilih
(membeli) barang secara langsung. Akan tetapi darkg juga di damping
oleh pihak BMT ketika membeli barang. Barang yaitzekd adalah atas
nama anggota.

Selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada @agdengan
perolehan harga yang telah disepakati bersamay lgaiga beli ditambah
biaya perolehan dari sejumlahargin Anggota melakukan pembayaran
dengan cara mengangsur selama jangka waktu yamaQ tbbepakati
bersama antara BMT dengan angdéta.

Dari pengamatan penulis, fatwa DSN MUI tentangrabahahpasal
satu ayat empat yaitu “Bank membeli barang yangrtligan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sahbebaas riba”. BMT El
Labana telah menerapkan ayat ini. Serta tekrasadi menjawab juga ayat
9 fatwa DSN MUI tentangmurabahah yaitu “Jika bank hendak
mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang mlhak ketiga
(akadwakalalj, akad jual belmurabahahharus dilakukan setelah barang,
secara prinsip, menjadi milik bank”. BMT EI Labarjaga telah
menerapkan prinsip ayat Sembilan ini. Karena dglaaktik pembiayaan
murabahah di BMT EI Labana meskipun barang yang dibeli di
atasnamakan anggota, akan tetapi dalam hal kegamithasih bernaung

menjadi milik BMT El Labana.

2 Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholikhin seldkektur BMT El Labana
Ngaliyan Semarang pada tanggal 05 Maret 2014 pL&0i0 WIB.
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Dalam pembiayaarmurabahah, BMT ElI Labana juga meminta
jaminan dari anggota. Jaminan tersebut biasanyaphesurat berharga.
Dikatakan oleh bapak Sholichin bahwa tujuan agutensebut agar
anggota serius dalam pembiayaannya. Terlebih jugakumemperkecil
resiko kerugian dari BMT>

Fatwa DSN MUI tentang murabahah yang mengatur jamitelah
tertuang dalam pasal ketiga ayat satu dan dua ydaminan dalam
murabahah diperbolehkan, agar nasabah serius dgegananya.” Serta
“Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan g@myang dapat
dipegang.” Dari keterangan tentang jaminan di Btd3 El Labana sudah
sepenuhnya melakukan prinsip jaminan yang tertutagm pasal ketiga
fatwa DSN MUI No.04 tentanghurabahah

Yang terakhir adalah ketika terjadi bangkrut olaiggota, telah

dijelaskan dalam surat Al bagarah ayat 280,

=060 {ORKR O0->0 &) AXI@D SROeO
g =060R0r04+y FORERND N0 >k
<OIB[AIF BXU2200080 O ed
€A AN iy OS> A
EXRQ EF &MACORHL D¢
Artinya: dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukardaka
berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan medekahkan
(sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagifka kamu
mengetahut*

dalam praktiknya BMT El Labana mengadakan pendekaerta

merundingkannya. Dalam dokumen kontrak akad perabiayurabahah

13 Hasil wawancara penulis dengan Bp. Sholikhin setikektur BMT El Labana
Ngaliyan Semarang pada tanggal 05 Maret 2014 pL&0i0 WIB.
4 Departemen Agaméapoc.Cit h. 37
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telah dijelaskan BMT akan memberikan kesempatarada@pnasabah
untuk memulihkan keadaan selama 30 hari terhitwejgksditerimanya
pemberitahuan.

Hal ini merupakan implementasi dari fatwa DSN Mudntang
murabahahpasal ketujuh “Jika nasabah telah dinyatakantpdaln gagal
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tapitang sampai ia
menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepekartinya BMT

El Labana telah menerapkan fatmarabahahpasal ketujuh tersebut.



